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PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM. 67 TAHUN 2014

TENTANG STATUTA SEKOLAH TINGGI ILMU PELAYARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan acuan pengelolaan
dan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di
Lingkungan Sekolah Tinggi IImu Pelayaran, perIu
disusun Statuta Sekolah Tinggi IImu Pelayaran;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Perhubungan Republik Indonesia tentang
Statuta Sekolah Tinggi IImu Pelayaran;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
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4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru
Dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4586);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang
Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4849);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang
Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang
Kepelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3929);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5340);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang
Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5007);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang
Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi
(Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5310);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan
Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014
Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5500);
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13. Keputusan Presiden Nomor 60 Tahun 1986 tentang
Ratifikasi STCW 1978 sebagaimana telah diubah
dengan amandemen 1995;

14. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2000 tentang
Sekolah Tinggi IImu Pelayaran;

15. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 24);

16. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi Kementerian Negara
Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I
Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 25);

17. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang
Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas
Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

18. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor PER/02/M.PAN/I/2007 tentang
Pedoman Organisasi Satuan Kerja di Lingkungan
Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

19. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 52 Tahun
2007 tentang Pendidikan dan Pelatihan Transportasi,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor KM 64 Tahun 2009;

20. Keputusan Menteri Keuangan Nomor
26/KMK.05/2009 Tanggal 5 Februari 2009 Tentang
Penetapan Sekolah Tinggi IImu Pelayaran Sebagai
Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum;

21. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 68 Tahun
2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi
IImu Pelayaran;

22. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun
2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perhubungan, sebagaimana telah diubah dengan



2014, No.1835 4

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 68 Tahun
2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG
STATUTA SEKOLAH TINGGI ILMU PELAYARAN.

BAB I

MUKADIMAH

Pembangunan nasional di bidang pendidikan merupakan upaya
mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan kualitas manusia
seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang
Maha Esa, berbudi pekerti luhur, memiliki wawasan pengetahuan yang
luas, terampil, sehat jasmani dan rohani, berkepribadian mantap, mandiri,
bertanggung jawab, bermasyarakat dan berbangsa, serta berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Kondisi geografis Indonesia yang terletak di antara dua benua dan dua
samudera, serta warisan historis Bangsa Indonesia sebagai bangsa
maritim dengan jumlah penduduk yang besar yang terdiri dari 17.508
pulau, merupakan salah satu negara maritim terbesar. Sebagai negara
maritim, pelayaran memegang peranan yang sangat penting dalam
pelaksanaan angkutan penumpang dan/atau distribusi barang.

Oleh karena itu peranan pelayaran menjadi semakin penting dan vital
dalam mendukung kelancaran angkutan penumpang dan/atau distribusi
barang. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas tersebut, harus didukung
oleh sumber daya manusia yang berkualitas, kompeten dan profesional
sehingga peranan lembaga pendidikan menjadi sangat penting dan
strategis.

Sekolah Tinggi IImu Pelayaran (STIP) sebagai lembaga pendidikan tinggi di
bidang pelayaran diarahkan untuk menghasilkan lulusan yang profesional
dan andal di bidang pelayaran, yang memenuhi standar nasional dan
internasional serta mampu bersaing dalam pasar global. Oleh karena itu,
kepada peserta didik dibekali kemampuan, keahlian, dan disiplin sesuai
dengan standar nasional dan internasional.

Menyadari betapa besar amanat yang diemban dalam melaksanakan
pendidikan, perlu disusun Statuta Sekolah Tinggi IImu Pelayaran yang
mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Untuk menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut di atas, dengan
Rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, disusunlah Statuta ini yang
dimaksudkan sebagai pedoman dasar dalam penyelenggaraan Sekolah
Tinggi IImu Pelayaran.

BAB II

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Statuta STIP adalah anggaran dasar dan pedoman penyelenggaraan
Tri Dharma Perguruan Tinggi bagi STIP.

2. Pendidikan Vokasi adalah pendidikan tinggi yang mempersiapkan
peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan ilmu
pelayaran maksimal setara dengan program sarjana.

3. Pendidikan Profesi merupakan Pendidikan Tinggi setelah program
sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan
dengan persyaratan keahlian khusus.

4. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan
diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.

5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama
mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu
pengetahuan, teknologi dan seni, melalui pendidikan, penelitian, dan
pengabdian kepada masyarakat.

6. Instruktur atau pelatih adalah pendidik yang bertugas memberikan
pelatihan, pembelajaran dan bimbingan.

7. Sivitas akademika STIP adalah satuan yang terdiri atas pendidik dan
Taruna, mahasiswa atau perwira siswa STIP.

8. Taruna STIP adalah peserta didik yang terdaftar di STIP dalam diklat
pembentukan pada jenis pendidikan vokasi.

9. Alumni adalah seseorang yang lulus pendidikan dari Akademi IImu
Pelayaran (AlP), Pendidikandan Latihan Ahli Pelayaran (PLAP), dan
Sekolah Tinggi IImu Pelayaran (STIP) pada program Strata A, Strata B,
Diploma, Sarjana dan Pascasarjana Strata 2, yang diselenggarakan
oleh STIP, serta pemegang gelar Doktor Honoris Causa dari STIP atau
yang ditetapkan oleh Ketua STIP atas pertimbangan senat STIP.

10. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai
tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan untuk
mencapai tujuan pendidikan dan pelatihan.

11. Organ STIP adalah semua unsur sebagai satu kesatuan dalam
struktur organisasi STIP.


